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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang didalamnya
menjelaskan tentuan tentang Pendaftaran tanah yang dalam hal ini terdapat dalam
Pasal 84 “Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan
secara Elektronik”, Peraturan Mentri Agraria Tata ruang kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Di Era Industri 4.0
dimana semua kegiatan dalam dibidang Pemerintahan dan pelayanan publik
menggunakan sistem Elektonik yang terkoneksi secara cepat, mudah dan efektif
Rumusan Masalah : (1) Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di
Indonesia? (2) Apa Implikasi Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia ?
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang
digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pemberlakukan Sertifikat —EI di
Indonesia adalah suatu keniscayaan untuk masa depan. Dengan berlakunya
Permen tersebut Pihak Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia harus sudah mempersiapkan secara
maksimal baik dari sektor SDM maupun infrastruktur di Kantor nya masing-
masing (2) pembaharuan terhadap sistem atau cara-cara lawas yang digunakan
saat ini memang diperlukan untuk Indonesia agar tidak tertinggal dengan pesatnya
laju teknologi informasi dan komunikasi dunia global.

Kata Kunci : Sertifikat, Elektronik, Tanah
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillahirabbil alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul
u’datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT Kkarena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan
anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda
Nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali’alla Muhammad wa’alaali
Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul “KAJIAN
YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK
DI INDONESIA”

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Penulisan
skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang
penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam
bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan,
melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Penulis
masih mengharapkan banyak dukungan dan do’a restu dari pembaca semua agar
perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan

serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur alam yang sangat urgen dalam kehidupan
suatu masyarakat. Tidak ada seorang manusia atau kelompok masyarakat
manapun yang dapat dipisahkan dengan tanah. Tanah merupakan tempat
berbagai sumber kehidupan dimana seseorang atau kelompok masyarakat
menggantungkan kehidupannya. Tanah dapat dijadikan tempat membangun
bangunan, membuka perkebunan, pertanian, perikanan dan aktivitas lainnya.t

Tanah merupakan sesuatu hal yang sangat berdekatan dengan manusia
akan banyaknya kebutuhan manusia akan tanah. Terbukti bahwasanya pada
saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang berdebat mengenai siapa
kepemilikan tanah. Faktor ini diakibatkan karena masih banyak tanah di
Indonesia yang belum memiliki sertifikat, sehingga menimbulkan polemik pro
dan kontra ditengah masyarakat sehingga sering sekali terjadi pelanjutan kasus
ke tahap pidana yang diakibatkan persiteruan yang terus berkepanjangan.

Hal ini jelas bahwasanya setiap tanah yang ada di Indonesia harus
memiliki sertifikat agar kelegalan kepemilikan tanah mereka tersebut sah
dimata hukum. Konflik permasalahan tanah sampai pada saat ini masih
menjadi permasalahan yang pelik dan menumpuk di pengadilan, hal tersebut

justru menimbulkan banyak kerugian para pihak yang diakibatkan oleh tanah

L Jurnal Arifin Bur dan Desi Apriani, Pengertian Tanah “Sertifikat Sebagai Alat
Pembuktian Dalam Hubungannya Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, diakses pada
tanggal 21 Maret 2022 pukul 22.56 WIB,
https://repository.uir.ac.id/755/1/document%281%29.pdf
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mereka yang tidak memiliki sertifikat sehingga saling claim satu sama lain
mengenai lahan atau tanah mereka.

Indonesia adalah negara hukum negara, yang dimaksud di dalamnya
terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan
mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar, dan kebermanfaatan hukum demi
mencapai kesejahteraan masyarakat dan negara, dalam hal ini tercantum
dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia tahun 1945 yaitu : “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besar untuk
kemakmuran rakyat”.

Tertib Hukum Administasi Negara dibidang pertanahan adalah bagian
dari usaha untuk mendapatkan bentuk dari asas kepastian terlebih kepastian
hukum. Aturan sudah meletakan tugas kemudian juga wewenang pada
Pemerintah dengan melakukan pendataan dan Pendaftaran tanah yang ada di
Indonesia dan untuk masyarakat Pemegang hak untuk dapat melakukan
pendaftaran tanah yang dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang
berlaku yaitu Undang- Undang pokok agraria (UUPA).

Di Era Industri 4.0 dimana semua kegiatan dalam dibidang
Pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan sistem Elektonik yang
terkoneksi secara cepat, mudah dan efektif sesuai dengan ketentuan didalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pelaksaan Sistem
Elektronik. Sejalan dengan sistem tersebut dibidang Pertanahan Nasional
sebenarnya sudah mengunakan sistem Eketronik sesuai dengan awal adanya

aturan mengenai transaksi elektronik yaitu Nomor 11 Tahun 2008 mengelami

UNIVERSITAS BUNG HATTA



perubahan sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hal ini tidak terlepas untuk permasalahan pertanahan, di era
digitalisasi pada saat ini dan didukung dengan adanya covid-19 ini memaksa
masyarakat Indonesia dalam menjalankan segala sesuatu seba online dan
harus menguasai elektronik. Hal ini terbukti dengan banyaknya peraturan yang
dikeluarkan dan mengarah pada elektronik, tak terlepas untuk bagaian
pendaftaran kepemilikan tanah, dan hal ini jelas membuat kepemilikan tanah
di Indonesia bisa memiliki legalitas dengan e-sertifikat walaupun pada
dasarnya pencetakannya tetap dalam bentuk hardcopy akan tetapi
pendaftarannya bisa dilakukan secara elektronik dan dapat diketahui oleh
orang banyak akan lokasi kepemilikan tanah kita hanya melalui internet.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang ini.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 147 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan
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“Tanda bukti hak atas tanah, hak miliki atas satuan rumah susun, hak

pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan

dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik”
dan diperkuat juga dengan Pasal 175 point 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan :

1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan
Berbentuk Elektronik.

2) Keputusan berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap
Keputusan yang diperoleh oleh sistem elektronik yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.

3) Keputusan berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan
Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut
oleh pihak yang bersangkutan.

4) Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk Elektronik, maka tidak dibuat
keputusan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan Pasal tersebut, Tanda Bukti Hak, Sertifikat, SK Menteri
termasuk juga akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dapat dibuat dalam
bentuk dokumen elektronik.

Penerbitan tanah bukti hak atas tanah secara elektronik memberikan
dampak pengaturan pendaftaran tanah dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang
berbunyi: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan
Nasional” dan diperkuat pada Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan “Dalam

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam
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Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah
ini atau Perundang-Undangan yang bersangkutan kepada Pejabat lain”.
Berhubungan dengan hal diatas pemerintah dalam hal ini mengesahkan
Undang-Undang yang bertujuan untuk dikeluarkanya Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang didalamnya menjelaskan tentuan
tentang Pendaftaran tanah yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 84
“Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara
Elektronik”, kemudian Peraturan Mentri Agraria Tata ruang kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Pada
saat ini, dalam hal menciptakan pelayanan yang modern terkait pertanahan
untuk kemudahan yang diberikan dalam hal usaha serta pelayanan umum bagi
masyarakat, penting untuk Pengoptimalkan pemanfaatan tekonologi baik.
Pada dasarnya terkait permasalahan ini Negara Indonesia sebelum
adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Tentang
Tanah, karna jauh sebelum itu negara kita telah memiliki aturan tersebut
khususnya untuk pendaftaran tanah, kita dapat merujuk pada Pasal 19
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan UUPA
(Undang-Undang Pokok Agraria) Tentang Pendaftaran Tanah yang

menyatakan :
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1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi:

a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b) hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya
tersebut.

Berkaitan dengan Penjelasan pada Pasal 19 juga diperkuat Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-
Pokok Agraria bagian memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang
Pokok Agraria Bagian A Penjelasan Umum [V Dasar-Dasar Untuk
Mengadakan Kepastian Hukum yang berbunyi “Usaha yang menuju kearah
kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari Pasal-Pasal yang
mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada para
pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh

kepastian tentang haknya itu.
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Pasal 19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria ditujukan kepada Pemerintah
sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pe
ndaftaran tanah yang bersifat "rechts- kadaster”, artinya yang bertujuan
menjamin kepastian hukum. Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan
dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat,
keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan juga dalam bidang personil dan
peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya
dikota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh
wilayah Negara. Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian
hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang
haknya itu.

Perihal Pendaftaran Tanah juga dapat dilihat pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria bagian Memori Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Pokok
Agraria Pada Bagian B Penjelasan Pasal, Demi Pasal khususnya Pasal 19 yaitu
“Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan
mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan”.

Saat ini banyak sekali permasalahan pertanahan di Indonesia terutama
tentang data tanah data dari Badan Pertanahan Nasional. Dan berdasarkan
penjelasan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menjelaskan, dari 126 juta
bidang tanah yang ada di Indonesia, sekitar 78 juta bidang tanah telah

bersertifikat. Sedangkan 16 juta bidang telah terdaftar namun belum
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bersertifikat hingga tahun 2021. Sehingga tanah yang belum didaftar saat ini
mencapai sekitar 31,7 juta bidang (25,20%).

Lalu bagaimana sertifikat Elektronik dapat dikatakan sebagai bukti
atautentik jika masuk ke ranah hukum Perdata sampai proses peradilan jika
terjadi sengketa, Selain itu saat ini penyampaian informasi dan komunikasi
yang berupa trankasi Elektronik dalam hal ini berupa Sertifikat Elektronik
dalam proses pembuktian dan kekuatannya sebagai alat bukti yang sah atau
autentik berjutuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penerbitan
Sertifikat Elektronik Sebagai bukti penguasaan hak atas tanah dan untuk
mendalami sejauh mana kekuatan dari Sertifikat Elektronik Sebagai bukti
autentik penguasaan hak atas tanah maka dalam hal ini penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS KEKUATAN
HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia ?
2. Apa Implikasi Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisa kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik Di
Indonesia.
2. Untuk menganalisa implikasi hukum sertifikat tanah elektronik di
Indonesia.

D. Metode Penelitian

2 Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, ATR-BPN
Newslatter, Edisi 79 Januari 2022, Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2022 Pukul 15.39,
https://www.atrbpn.go.id/
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1. Jenis penelitian
Metode Penelitian yang digunakan adalah, pendekatan Yuridis
Normatif. Yuridis Normatif adalah Suatu proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Prosedur
pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (Library Research).
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data
sekunder. Data sekunder vyaitu, data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:®
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama,
sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum
yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan
Perundang-Undangan dan segala dokumen resmi yang memuat
ketentuan hukum seperti:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peratruran Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,

dan Pendaftaran Tanah.

8 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti
buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain
sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan
pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Bahan hukum
tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus
besar bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi dokumen.* Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan
data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur
yang ada, terdiri dari Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-
buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan hukum yang
sedang penulis analisa.
4. Analisis Data
Data yang diperolen kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau

keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk

4 Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 68
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kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan

yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.®

> Roni Hanitijo Soemirto, 1988, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers. Ghalia
Indonesia, Jakarta, him. 10
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Hak-Hak Atas Tanah
a. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6 UUPA.
Terkuat dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak milik itu bukan
berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu
gugat, di samping itu juga kata "terkuat" dan "terpenuh” itu dimaksudkan
untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya yang paling kuat dimiliki
oleh seseorang, tetap terikat pada ketentuan Pasal 6 UUPA, yaitu tanah
harus berfungsi sosial, artinya bila kepentingan umum menghendaki,
maka kepentingan pribadi harus dikorbankan (tentu dengan jalan ganti
kerugian yang layak).

b. Hak Guna Usaha

Untuk hak ini merupakan hak yang baru diciptakan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, jadi tidak seperti hak milik yang telah dikenal
sudah sejak jaman dahulu kala sebab hak guna usaha dan hak guna
bangunan semula tidak dikenal oleh masyarakat kita sebab tidak ada
persamaannya dalam hukum adat dan kedua hak di atas itu untuk
memenuhi keperluan masyarakat moderen dewasa ini. Yang dimaksud
dengan hak guna usaha tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : " Hak Guna Usaha adalah

12
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hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka
waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, dan dipergunakan oleh
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Hak Guna Bangunan
Yang dimaksud dengan hak guna bangunan tercantum dalam Pasal
35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi :
1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun.
2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam

ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun.

. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik
orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang
bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan
Undang-Undang ini (Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria).

Hak Pengelolaan / Sewa Untuk Bangunan
Hak Pengelolaan termasuk kepada hak yang bersifat sementara

juga disebut hak lainnya. Yang dimaksud dengan hak lainnya itu adalah
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hak-hak yang tidak diatur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Maka yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah hak khusus untuk
perusahaan-perusahaan milik pemerintah guna menyelenggarakan usaha
industrial estate, pembangunan perumahan dan perusahaan pada
umumnya. Untuk pemberiannya tidak disertai dengan penentuan jangka
waktu yang artinya tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan
digunakan terus menerus selama masih diperlukan.
B. Tinjauan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pendaftaran Tanah
1. Pengertian Pendaftaran
Pendaftaran adalah pencatatan hal atau identitas seperti nama,
alamat dan sebagainya dalam suatu lembaga pendidikan, pendaftaran
merupakan suatu hal yang sangat penting.®
2. Pengertian Pendaftaran Tanah
Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre,
suatu istilah teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan kepada
luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal
dari bahasa Latin yaitu capistratum yang berarti suatu register atau capita
atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Cadastre berarti
record pada lahan-lahan, atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan

untuk kepentingan perpajakan. Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang

® Pengertian Pendaftaran, diakses pada tanggal 22 April pukul 10.36 WIB,
https://eprints.utdi.ac.id/8038/3/3_135610131_BAB%20I1.pdf
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tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai
rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.’

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan
teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai
tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk
penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.®

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 menyatakan Pendaftaran Tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh “Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur meliptrti pengurnpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas
Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang
Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

atas Satuan Rumah Susun sert-a hak-hak tertentu yang membebaninya.”

" A.P.Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung,
him. 18-19

8 Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, hlm.72.
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3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran yang berisikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan
rangkaian proses dari yang mendahuluinya sehingga sesuatu bidang tanah
tedaftar, dan demikian pula prosedur apa yang harus dilaksanakan dan
demikian pula hal-hal yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun
larangan-larangan bagi para perjabat yang bertanggung jawab dalam
pendaftaran tanah tersebut.

Pendaftaran ini melalui sesuatu ketentuan yang sangat teliti dan
terarah sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan
pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah
saja.

Dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sudah benar, tetapi
masih harus melihat masalah-masalah materiil yang ada di dalam setiap
hak tersebut, sehingga sedapat mungkin di elakkan kemungkinan adanya
kelak gugatan dari orang-orang yang merasa lebih berhak, dan hal ini
berkatitan denga napa yang diuraikan pada berikutnya. (Dalam hal ini
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 adanya Panitia tanah
A (khusus untuk tanah-tanah umum) dan Panitia Tanah B (Khusus untuk
tanah-tanah HGU) yang akan meneliti kebenaran dari bukti-bukti hak dan
atas hak seorang terutama pada pendaftaran pertama kali). Dalam ketentua
dari Peraturan Pemeritnah Nomor 24 tahun 1997 maka dikatakan adanya
panitia ajudikasi yang akan menilai dilapangan bukti-bukti hak dari yang

dipegang oleh pemiliknya.®

® A P Perlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, him 8
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4. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
a. Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang ini secara resmi diberi nama Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengatur mengenai tentang hak-
hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar
dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan
sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah,
ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan
atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan
dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan
makmur.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.1°

10 Tim Editorial Rumah.com, 2021, Ulasan UU Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 2021),
Diakses pada 12 Juli 2022 Pukul 15.02 WIB, https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-
no-5-tahun-1960-lebih-dekat-18542
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b. Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Pasal 19 UUPA dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Pendaftaran tanah yang ada di Indonesia selain diatur dalam
Pasal 19 UUPA juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997. Pendaftaran diselenggerakan oleh Badan Pertanahan
Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
Pasal 5. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum bagi para
pemegang hak atas tanah juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997*!

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan
pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: “Pengukuran, Perpetaan
dan Pembukuan Tanah, Pendaftaran dan Peralihan hak atas tanah serta
pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah adalah kegiatan mendaftarkan tanah yang masih

11 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana
Prenamedia Group, Jakarta, him. 16
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berstatus tanah milik adat menjadi tanah yang mempunyai hak yang
melekat pada tanah tersebut. Pendaftran menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah Serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan
dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data-data yuridis, dalam bentuk peta.
Daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya.?
c. Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Agar
Undang-Undang Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah
menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Salah satunya adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran
Tanah (“PP No. 18/2021”).

Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah yang
terdapat dalam PP No. 18/2021, pemerintah menetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

12 Samun Ismaya, 2011, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha IImu, Yogyakarta, him.
82.
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atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (“Permen ATR/BPN No. 16/2021”).

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16/2021 mengatur beberapa
perubahan dari Permen ATR/BPN No. 3/1997. Dalam hal istilah yang
ditetapkan, perubahan yang terdapat dalam Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 16/2021 adalah perubahan penggunaan frasa Kepala
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimaknai menjadi (a)
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan sepanjang berkaitan dengan bidang
fisik; atau (b) Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sepanjang
berkaitan dengan bidang yuridis.

Kemudian, mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah dimaknai
dapat dilakukan secara elektronik sepanjang diatur dalam Peraturan
Menteri. Selain itu, perihal izin lokasi yang diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini dimaknai dengan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang izinnya tetap berlaku sepanjang

jangka waktunya belum berakhir.*®

13 Hukum Properti, 2022, Hukum Pendaftaran Tanah Pasca UU Cipta Kerja, Diakses pada
12 juli 2022 Pukul 15.30 WIB, https://hukumproperti.com/hukum-pendaftaran-tanah-pasca-uu-
cipta-kerja/
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d. Pengaturan Pendaftaran Tanah Dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan 3R yakni Right, Restriction
and Responsibility. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 ini
dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk melakukan
simplifikasi regulasi dan perizinan demi mendorong iklim investasi.
Pemerintah akan memberikan kemudahan pada beberapa detail
kebijakan Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, Hak Atas Tanah
dan Pendaftaran Tanah namun tetap memberikan pengawasan dan
evaluasi yang ketat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengganti beberapa
Peraturan Pemerintah dan sejumlah Pasal seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, PP Nomor 103 Tahun 2015
tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang
Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan 2 Pasal di Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mengutip informasi dari Kementerian ATR/BPN, untuk

diketahui, Peraturan Pemerintah ini adalah ketentuan lebih lanjut dari
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Pasal 136-142 tentang Penguatan Hak Pengelolaan, Pasal 143-145
tentang Satuan Rumah Susun, Pasal 146 tentang Hak Pengelolaan/Hak
Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah serta
Pasal 147 dan Pasal 175 tentang Penggunaan Dokumen Elektronik.
Dalam konteks Hak Pengelolaan, diharapkan negara dapat berperan
untuk mengatur lahan demi mengendalikan permasalahan keterbatasan
tanah dan ruang. Tak hanya itu, negara dapat mengatur kepemilikan
tanah dan kebermanfaatan tanah agar diatur sebagaimana mestinya,
agar tanah tetap bermanfaat bagi negara sesuai fungsi.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2021
juga mengatur mengenai siklus jangka waktu bagi Hak Atas Tanah
(HAT). Satu siklus itu terdiri dari pemberian, perpanjangan dan
pembaharuan hak. Kemudahan yang diberikan pemerintah yakni,
pemerintah akan memberi perpanjangan HAT setelah tanahnya telah
digunakan atau dimanfaatkan

C. Tinjauan Tentang Pentingnya Sertifikat Atas Tanah

Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian
hukum bagi pemegang ha katas tanah maupun pihak lain yang
berkepentingan dengan tanah. Dengan telah nelakukan pendaftaran dan
mendapatkan sertifikat, pemegang ha katas tanah memiliki bukti yang kuat
atas tanah tersebut. Dalam sertifikat tersebut tercantum data fisik dan data
yuridis tanah termasuk jenis haknya.

Karena itu, sertifikat atas tanah sangat penting keberadaannya. Pasal 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang
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pendaftaran tanah menyebutkan pendaftaran atas tanah memiliki tujuan

sebagai berikut.

1. Untuk Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan

2. Untuk Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk
melaksanakan fungsi informasi tersebut data fisik dan data yuridis dari
bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk
umum.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Setiap bidang
tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan
hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

wajib didaftar.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia
Mengenai Pendaftaran Tanah dan kekuatan hukum sertifikat dan
sertifikat elektronik di Indonesia. Di atur dalam beberapa peraturan :
1. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Hak dan kewajiban atas tanah ini sering kali menjadi masalah serius
baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional yang tidak jarang akibatnya
dapat mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk
memberikan kepastian hak mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
seluruhnya. Usaha mengenai ke arah adanya kepastian hukum dan kepastian
hak atas tanah mengharuskan adanya pendaftaran tanah yang bersifat
rechtskadaster artinya yang bertujuan memberi jaminan kepastian hukum
dengan memberikan kepastian hak kepada pemegang hak yang
bersangkutan.

Pasal 19 UUPA menginstruksikan kepada pemerintah, agar di
seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat
rechtskadaster, dan sejalan dengan itu Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 38
UUPA mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
untuk mendaftarkan hak atas tanahnya agar diperoleh kepastian hak atas

tanah tersebut

24
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Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian
hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, pendaftaran
tanah itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Sesuai dengan tujuannya vyaitu akan memberikan kepastian
hukum, maka pendaftaran tanah itu bukan saja menjadi kewajiban
pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban para pemegang hak yang
bersangkutan. Karena pendaftaran tanah ini merupakan pekerjaan raksasa
yang membutuhkan banyak tenaga ahli, peralatan dan biaya besar,
sehingga apabila pendaftaran tanah tersebut tidak diwajibkan juga kepada
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka apa yang diharapkan
dari pendaftaran tanah tersebut tidak akan banyak artinya.

Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran tanah
saat ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Badan ini dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
1988. Sebelum Tahun 1988 lembaga ini disebut Direktorat Jenderal
Agraria Departemen Dalam negeri. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1988 diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999
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tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang
Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan lembaga
pemerintah non departemen yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan Pertanahan
Nasional bertugas membantu presiden dalam mengelola dan
mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-
Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang
meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah,
pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-
lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh presiden.

Dengan ketentuan Pasal 18 UUPA, Dberarti pemerintah
diperintahkan untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Kemudian guna merealisasikan ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut,
pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Semenjak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tersebut, telah cukup banyak tanah-tanah rakyat yang didaftarkan dan
disertifikatkan. Namun demikian, saat ini jumlah tanah yang belum
disertifikatkan masih jauh dari yang diharapkan, karena dari sekitar 55
juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih

kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar (disertifikatkan). Padahal
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diperkirakan selama masa pembangunan jangka panjang kedua jumlah
tersebut diperkirakan akan meningkat sampai 75 juta bidang akibat
pewarisan, pemisahan dan pemberian hak baru.*

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut
selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang
memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat
untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar.
Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah,
di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan
objektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar
di wilayah luas, juga sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh
alat-alat pembuktian yang mudah diperolen dan dapat dipercaya
kebenarannya. Selain itu, ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya
dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya
pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang memuaskan.
Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka meningkatkan dukungan
yang lebih baik pada Pembangunan Nasional dengan memberikan
kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk
mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran
tanah, yang pada Kkenyataannya tersebar pada banyak peraturan

perundang- undangan.

14 Elko Lucky Mamesah, 2012, Kegunaan Pendaftaran tanah, Diakses Pada 22 Juli 2022
Pukul 19.00, http://repo.unsrat.ac.id/406/1/KEGUNAAN_PENDAFTARAN_TANAH.pdf
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Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka meningkatkan
dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dan memberikan
kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah memandang perlu
untuk mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961. Penyempurnaan itu telah dilakukan melalui
Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 yang ditetapkan pada
tanggal 8 Oktober 1997.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada
hakekatnya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa
sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur
positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dan disinilah pentingnya
sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak dalam menjamin kepastian
hukum?®®

2. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 dapat dibedakan menjadi dua yaitu prosedur pendaftaran tanah

secara sistematik dan prosedur pendaftaran tanah secara sporadik. Keduanya

15 1bid
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tidak jauh berbeda. Kalau prosedur pendaftaran tanah secara sistematik:
adanya suatu rencana kerja, pembentukan panitia ajudikasi, pembuatan peta
dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pembuatan peta
dasar pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur,
pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman hasil yuridis dan
hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan
data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat. Sedangkan prosedur
pendaftaran secara sporadik yakni: pendaftaran tanah secara sporadik
dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, pembuatan peta dasar
pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan
pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan
daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak baru, pembuktian hak
lama, pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran,
pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis,
pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan,
pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut; pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah menurut pasal 19 Ayat
(2) Undang-Undang Pokok Agraria dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni pertama kegiatan pendaftaran

UNIVERSITAS BUNG HATTA



30

tanah untuk pertama kali dan yang kedua kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah. 16
Kendala-kendala yang terdapat dalam proses pendaftaran tanah yaitu
Faktor kebijakan Pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam
kegiatan pendaftaran tanah, Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan
sertifikat, Faktor Anggapan Masyarakat Diperlukan Biaya yang Mahal
Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah, Faktor anggapan diperlukan
waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, Faktor anggapan alas hak atas
tanah yang dimiliki sudah sangat kuat dan Sistem publikasi negatif yang
mengandung unsur positif.t’
3. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi Elektronik
Globalisasi teknologi komunikasi yang semakin terpadu membuat
dunia menjadi seolah tanpa batas (borderless), terutama dengan semakin
maraknya pemanfaatan internet (interconnection networking). Salah satu
aktivitas dunia maya yang paling berkembang dalam kaitan dengan
penggunaan internet adalah transaksi bisnis secara elektronik. Transformasi
proses bisnis yang semula dilakukan secara manual, saat ini sudah dilakukan
secara elektronis dan on-line disebabkan oleh semakin pesatnya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis dan transaksi

elektronik (e-Business, e-Government, e-Commerce, e-procurement) adalah

 BPHN, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Diakses Pada 23 Juli 2022
Pukul 20.31, http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf

“"Mikha CH Kaunang, 2016, Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Di akses Pada 22 juli 2022 Pukul 19.55

https://www.neliti.com/id/publications/145459/proses-pelaksanaan-pendaftaran-tanah-menurut-
peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun
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suatu trend yang sangat menjanjikan. Peluang tersebut disebabkan oleh
kemudahan transaksi eketronik karena dapat dilakukan kapanpun,
dimanapun dan oleh siapapun secara real time.

Berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE), definisi Transaksi Elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan
komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sementara itu, sistem
elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi  mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau
menyebarkan elektronik. Adapun Penyelenggara sistem elektronik adalah
setiap orang, penyelenggaraan negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang
menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik
untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak.

Sertifikat Elektronik atau Sertifikat Digital adalah sertifikat yang
bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas
yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi

Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

*3S Hasibuan, 2017, Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving
Terhadap Ketergantungan Gadget Pada Siswa Kelas Viii- 5 Di Smp Negeri 17 Medan T.A
2016/2017"http://digilib.unimed.ac.id/26450/2/08.%20BAB%201%20%20SUNDARI%20SYAHPUT

RI%20HASIBUAN%20NIM%201133351012.pdf
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(PSrE). Adapun Kewenangan PSrE berdasarkan Pasal 60 PP PSTE, antara
lain:
a) Pemeriksaan calon pemegang Sertifikat Elektronik.
b) Penerbitan Sertifikat Elektronik.
c) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik.
d) Pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
e) Validasi Sertifikat Elektronik

Pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan.
Sementara itu, Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan
Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus
audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga
Sertifikasi Keandalan (LSK) adalah lembaga independen yang dibentuk
oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah
dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan
dalam Transaksi Elektronik. LSK, baik dalam Negeri maupun asing, harus
terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh
Menteri.°

Mengenai kekuatan seritikat elektronik penjelasan serupa juga
dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 5 Ayat (2) adalah bukti
kepemilikan yang valid berdasarkan ketetapan hukum acara yang sah di
Indonesia. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan sertifikat

elektronik termasuk kedalam akta auntentik sekalipun dalam bentuk

19 Ahmad Budi Setiawan, 2015, Ekosistem Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Dalam
Sistem Perdagangan Elektronik, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan
Informatika Volume 6 No. 2 November 2015 ISSN: 2087-0132 him 17
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elektronik. Sertifikat elektronik mengandung tanda tangan Elektronik.
Dalam kaidah hukum di Indonesia belum pernah memberikan definisi
terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya mempunyai dua fungsi
dasar sebagai tanda identitas penandatanganan dan tanda persetujuan dari
penandatanganan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta

4. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Menurut Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah

Kepala Badan Pertahanan Nasional melalui Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
telah mengatur bahwa akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dibuat
dengan menggunakan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
disediakan (dicetak) oleh Badan Pertanahan Nasional atau instansi lain yang
ditunjuk artinya tanpa blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
dicetak, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak boleh menjalankan jabatannya
dalam membuat akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Fungsi blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tegas dicantumkan
sebagai syarat untuk dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah, hal ini dimuat dalam Pasal 96 Ayat (1), Ayat (2) dan
Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya
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berbunyi: Pasal 96 Ayat (1): “Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di
dalam pembuatan akta PPAT, terdiri dari Akta Jual Beli, Akta Tukar
Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan, Akta
Pembagian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta
Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Surat
Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 96 Ayat (2) :
“Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 Ayat (1) dan
Ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan
bentuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)” Pasal 96 Ayat ( 3) :
“Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 Ayat (1)” dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (2) tidak dapat dilakukan
berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar ketentuan pada ayat (2).
Jadi segala bentuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak di
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh para pihak dengan
menggunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) haruslah dibuat
dengan akta yang bentuk atau formatnya telah ditentukan sendiri oleh Badan
Pertanahan Nasional dan sesuai dengan ketentuan yang diatur diatas,
dimana telah tersedia blanko akta dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

hanya menyisipkan isi akta dalam blanko akta tersebut.
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5. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja

Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja Menyatakan :

a) Tanah atau ruang yang terbentuk pada raung atas dan/atau bawah dan
digunakan untuk kegitatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan,
hak pakai, atau hak pengelolaan.

b) Batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang ha katas
tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien
lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

c) Batas kepimilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak
atas tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna
bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaa.

d) Penggunaan dan pemanfataan tanah pada ruang atas dan/atau bawah
tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna
bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan.

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas
tanah dan/atau ruang di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Kekuatan Sertifikat elektronik dalam Pasal 147 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 berbunyi “Tanda bukti hak atas

tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak
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tanggungan, termasuk akta peralihan ha katas tanah dan dokumen lainnya
yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
bertujuan untuk mencapai tertib administrasi dibidang pertanahan dan
mengurangi jumlah perselisinan dan persengketaan dibidang Pertanahan
Nasional yang menjadi tongak awal dikeluarkanya Peraturan Menteri serta
mengenai aturan penataan ruang oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
melaui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat
Elektronik atau e-Sertifikat. Mengingat saat ini dalam hal menciptakan
pelayanan yang modern terkait pertanahan untuk menaikkan parameter
mengenai kemudahan yang diberikan dalam hal usaha serta pelayanan
umum bagi masyarakat, penting untuk pengoptimalkan Pemanfaatan
Tekonologi baik mengenai Informasi maupun Komunikasi dengan cara
memberikan pelayanan yang bersistem elektronik sehingga lebih mudah
dilakukan.

Akan tetapi program sertifikat elektronik memilki celah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan khususnya bagi masyarakat awam yang belum
memahami apa itu Sertifikat Elektronik dan juga program Serfikat
Elektronik saat ini hanya akan efektif berlaku di daerah perkotaan saja
dikarenakan akses di desa dan pelosok di Indonesia masih sangat kurang
dari ketersedian jaringan internet. di balik hal tersebut manfaat dari
pendaftaran tanah secara elektronik untuk masyarakat saat ini sangat
mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran tanah

secara elektronik tidak seperti halnya sertifikat kovensional proses
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pendaftarannya sangat sulit dan tergolong berbelit-belit dan sangat sering
digunakan sebagai bentuk tindakan percaloan yang sangat merugikan
masyarakat.?°
Yang dinamakan sertifikat elektronik tentunya dalam bentuk data
yang dihimpun menjadi satu dalam satu base yang berada di BPN kabupaten
kota Se-Indonesia yang menjadi sorotan saat ini adalah terkait dengan
keamanan yang menjadi keterkhawatiran terbesar dari masyarakat akan
sistem yang mudah di bobol atau di-hack, menurut data cyber Bareskrim
Polri tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.300 akun Pemerintah dan
lembaga negara telah diretas dan yang paling membahayakan jenis dan
bentuk lembaga yang sudah di retas tidak hanya lembaga Pemerintah saja
seperti platform seperti Tokopedia dan Telkomsel juga pernah diretas untuk
lebih menjaga Keamanan dari Sertifikat itu sendiri mengingat bahaya dan
resiko bencana alam sangat mungkin terjadi di sebagaian wilayah Indonesia,
terlebih terkait dengan data yang harus menjadi perhatian khusus dari
Pemerintah ketakutan dari masyarakat mulai dari data yang hilang hingga
jumlah tanah yang dapat dirubah jika benar dapat direntas semua berkaitan
dengan sistem yang masih meragukan untuk masyarakat pada umumnya
6. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Menurut Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.1 Tahun 2021

Tentang Sertifikat Elektronik

* Ali Akhmad Noor Hidayat, BPN Ungkap Kelebihan Sertifikat Tanah Elektronik: Lebih

Aman dan Mudah Diakses, Diakses Pada 22 Juli 2022 Pukul 22.34,
https://bisnis.tempo.co/read/1429527/bpnungkap-kelebihan-sertifikat-tanah  elektroniklebihaman-
dan-mudah-diakses,
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Awal tahun 2021 dikeluarkan kebijakan dari Menteri ATR/Kepala
BPN untuk mengeluarkan produk dokumen tanda bukti hak kepemilikan
tanah dalam bentuk elektronik atau Sertifikat Elektronik (Sertifikat-el).
Kebijakan tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan lebih lanjut
ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dalam kluster Pertanahan, bahwa
pelayanan bidang pertanahan dialihkan dalam bentuk elektronik termasuk
dokumen tanda bukti haknya berbentuk elektronik).

Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Sertifikat Elektronik. Sehari setelah dikeluarkannya regulasi ini timbul pro
dan kontra atas kehadirannya. Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai bahwa Permen tersebut melanggar
aturan yang lebih tinggi. “Penerbitan Permen terkait sertifikat elektronik ini
melanggar aturan yang lebih tinggi, yakni PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait
Pendaftaran Tanah, PP Nomor 40 Tahun 1996 terkait HGU, HGB dan Hak
Pakai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. Menurut Dewi diutamakan
terlebih dahulu penyelesaian pendaftaran tanah secara serentak, dan
menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. %

Adanya rasa takut dan masih belum percaya terhadap keakurasian data
dalam sertifikat elektronik, takut kena retas, data bocor, tidak dapat

dijadikan jaminan utang di Bank, mempertanyakan kekuatan pembuktian di

* Tempo, Kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik, KPA: Melanggar Aturan Lebih Tinggi,
Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2022 Pukul 17.01 WIB, https//tempo.com
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pengadilan dan adanya budaya rasa nyaman dengan memegang sertifikat
dalam bentuk kertas (analog), demikian berbagai kegelisahan masyarakat
dengan munculnya keinginan Pemerintah untuk menerapkan Sertifikat—el.
Pemberitaan tentang sertifikat tanah elektronik di media sosial yang
kecenderungan sangat negatif, membuat panik publik tentang berita
penarikan sertifikat tanah asli oleh pegawai Kantor Pertanahan setelah
dikeluarkannya belaid tersebut. Pelayanan pendaftaran tanah ke arah
elektronik sebenarnya sudah dirancang sejak berlakunya PP No. 24 Tahun
1997. Pasal 35 ayat (5), (6) dan (7) menentukan bahwa : “ secara bertahap
data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan
peralatan elektronik dan mikro film.

Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikro film
mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditanda tangani dan dibubuhi cap
dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Bentuk dan cara
penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen tersebut
dalam ayat (1) dan (2) Pasal 35 ini, demikian juga cara penyimpanan dan
penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm
ditetapkan oleh Menteri”. Artinya, bahwa BPN telah mulai untuk
mempersiapkan diri dalam pemberian pelayanan pendaftaran tanah berbasis
elektronik. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997
sebagai pelaksanaan dari PP 24 Tahun 1997 telah mengalami dua Kali
perubahan. Permen ATR/Ka BPN No. 7 Tahun 2019 sebagai perubahan
kedua dalam Pasal 163A mengatur bahwa: “ buku tanah disimpan secara

elektronik dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik dan dapat
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dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Buku Tanah”. Permen ini juga
sudah mengatur tentang dokumen elektronik dan sertifikat elektronik (Pasal
178A dan Pasal 192A)

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sudah berjalan kurang
lebih 61 tahun sampai dengan tahun 2021 sekarang. Dari total kurang lebih
126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru sebanyak 82 juta bidang
telah didaftarkan hingga tahun 2020. Artinya, tanah yang belum didaftar itu
masih ada 35%, kata Suyus Windayana Direktur Jenderal (Dirjen)
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT).?

Diharapkan Tahun 2025 Kebijakan yang diluncurkan oleh Presiden
melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk
dapat terpetakannya seluruh bidak tanah di wilayah Indonesia dapat tercapai
100%. Tujuan pendaftaran tanah di Indoinesia adalah untuk memberikan
jaminan kepastian hukum (rechts kadaster) hak atas tanah dan perlindungan
hukum kepemilikan tanah. Karena, dengan melakukan pendaftaran tanah,
maka pemilik bidang tanah tersebut akan mendapatkan dokumen tanda bukti
hak sebagai alat bukti kepemilikan atas yang datanya dijamin kepastian
hukumnya. Dokumen tanda bukti hak tersebut yang oleh PP 10 Tahun 1961
dan PP 24 Tahun 1997 disebut dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah oleh
UUPA diberi daya pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf c).
Artinya bahwa sertifikat ini daya pembuktiannya adalah tidak mutlak tetapi

kuat, bahwa sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan Buku Tanah

22 Ardhiansyah Fadly, Baru 82 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi, Diakses Pada Tanggal
19 Juni 2022 Pukul 19..39 WIB, https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-
82-juta-bidang-tanah-tersertifikasi
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dan Surat Ukur maka dianggap sebagai data yang benar, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya di Pengadilan. Implikasinya di Indonesia sertifikat
tanah masih dapat diubah apabila ada cacat hukum dan/ atau cacat
administrasi dalam penerbitannya. %

Pilihan ini diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum
terhadap orang yang memperolen/mempunyai tanah dengan itikad baik
(Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Era digital sebagai
era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah
dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Perkembangan
menuju era digital sudah tidak dapat dicegah lagi.

Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi
pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan
berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan
berbentuk dokumen elektronik. Peluncuran sertifikat tanah elektronik
dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1
Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri
Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021.

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian
hukum dan kepastian hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah itu
menghasilkan surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat hak

atas tanah. Sertifikat yang diberikan kepada yang berhak berfungsi sebagai

# Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2020, Percepatan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Diakses Pada 23 Juli 20.51
"https://www.atrbpn.go.id/kolom-agraria/detail/295/program-prioritas-nasional-percepatan-
pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl

UNIVERSITAS BUNG HATTA


https://www.atrbpn.go.id/kolom-agraria/detail/undefined/program-prioritas-nasional-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl
https://www.atrbpn.go.id/kolom-agraria/detail/undefined/program-prioritas-nasional-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl
https://www.atrbpn.go.id/kolom-agraria/detail/undefined/program-prioritas-nasional-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl

42

alat pembuktian, baik mengenai macam hak, subjek maupun tanahnya. Bagi
pemegang haknya ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari
mereka akan merasa terjamin dan dapat dengan mudah melakukan
perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sama halnya bagi pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh keterangan yang dapat dipercaya
kebenarannya.

Sertifikat hak atas tanah itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
atas pemegangan sebidang tanah. Kuat disini mengandung arti bahwa
sertifikat hak atas tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-
satunya, jadi sertifikat hak atas tanah menurut sistem pendaftaran tanah
yang dianut UUPA masih bisa digugurkan atau dibatalkan sepanjang dapat
dibuktikan dimuka pengadilan bahwa sertifikat tanah itu adalah tidak benar.
Pembuktian dengan tulisan dilakuan dengan tulisan-tulisan autentik maupun
dengan tulisan dibawah tangan sesuai dengan penjelasan Pasal 1867 BW
jadi akta mempunyai dua jenis yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan,
akan tetapi jenis surat sebagai bukti tertulis adalah akta (autentik dan
dibawah tangan) serta bukan akta atau surat-surat lain yang bukan akta.

Pasal 1 angka 8 Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan
mengenai sertifikat elektronik yaitu sebuah hak milik yang tertulis,
diterbitkan menggunakan sistem elektronik serta berbentuk dokumen yang
tersistem. dala kekuatan seritikat elektronik penjelasan serupa juga
dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (2)
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adalah bukti kepemilikan yang valid berdasarkan ketetapan hukum acara
yang sah di Indonesia.

Dalam hal kekuatan sertifikat Elektronik dapat dilihat dari beberpa
pendapat para ahli hukum terkait arti dari bukti autentik Menurut Sudikmo
Menokusumo beliau menyatakan :

“setiap sesuatu yang menggunakan tanda-tanda bacaan dengan tujuan
meluapkan perasaan atau pengekspresian ide dan gagasan serta sebagai alat
bukti disebut sebagai bukti tertulis atau surat”.?*
Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa sebagai alat bukti tertulis atau
surat disyaralatkan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu yang menggunakan tanda yang dapat dibaca.

2. Bertujuan untuk mengekspresikan perasaan serta gagasan;

3. Digunakan sebagai alat bukti.

Sesuai dengan penjelasan para ahli dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan Sertifikat Elektronik termasuk kedalam akta auntentik
sekalipun dalam bentuk elektronik namun sertifikat elektronik mengandung
tanda tangan Elektronik. Dalam hukum Indonesia belum pernah
memberikan definisi terhadap kata tanda tangan yang sesungguhnya
mempunyai dua fungsi dasar, yaitu tanda identitas penandatanganan, dan
sebagai tanda persetujuan dari penandatanganan terhadap kewajiban-
kewajiban yang melekat pada akta.

Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia sebetulnya sudah berjalan

yang dapat ditemui dalam fitur OSS (Online Single Submission),

24 Mertokusumo Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
him 76
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persidangan secara daring (ecourt), bidang perpajakan dengan aplikasi
perpajakan e-filling, pendaftaran fidusia secara elektronik, dan dibidang
pertanahan sudah dimulai pada tahun 2020 yaitu Hak Tanggungan
Elektronik. Sehingga, kebijakan Kemen ATR/BPN tersebut adalah
merupakan langkah maju mengikuti era kekinian. Merujuk pada Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat
Elektronik yang terbit pada awal tahun 2021, bahwa beleid ini menyebutkan
penerbitan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah
pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat
tanah yang sudah terdaftar sebelumnya berupa analog menjadi bentuk
digital. Ditegaskan juga oleh Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan
Ruang Dwi Purnama, bahwa yang melatarbelakangi diluncurkannya
sertifikat tanah elektronik, adalah untuk efisiensi pendaftaran tanah,
kepastian hukum dan perlindungan hukum. Mengurangi jumlah sengketa,
konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai
registering property dalam rangka memperbaiki peringkat ease of doing
business (EoDB). "Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik
akan meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output,
sekaligus mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan
penyedia layanan. Selain sebagai upaya minimalisasi biaya transaksi
pertanahan, hal ini juga efektif untuk mengurangi dampak pandemi,"

demikian penjelasan Dwi.?

%5 Kompas, Simak Penjelasan Lengkap BPN Soal Sertifikat Tanah Elektronik, Diakses
Pada 19 Juni 2022
Pukul21.45WIB,https://money.kompas.com/read/2021/02/06/082623626/simak-penjelasan-
lengkap-bpn-soal-sertifikattanah-elektronik?page=all. 06/02/2021, 08:26 WIB.
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Kedudukan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021
tentang Sertifikat Elektronik merupakan salah satu jenis peraturan
perundang-undangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dua syarat Yyaitu
“diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan”. merujuk pada dasar pertimbangan
(konsideran) Peraturan Menteri mengacu pada UUPA dan peraturan
pelaksanaanya serta peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang
ITE dan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dapat disebut bahwa Peraturan
Menteri mengenai sertifikat-el dibentuk atas dasar perintah peraturan yang
lebih tinggi, yang menunjukkan dasar dasar wewenang dari menteri-menteri
sebagai pembantu Presiden yang mempunyai wewenang tertentu dalam
pemerintahan. Kementerian ATR/BPN membidangi urusan pemerintahan
bidang pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa
Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang atributif yaitu wewenang yang
telah ditetapkan atau mengikuti ketentuan sebagaimana disebut dalam
konsideran dan mengingat dalam Permen Sertifikat-el tersebut..

Kekuatan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun dan Pendaftaran Tanah berbunyi “ Pendaftaran Tanah adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
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berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas
Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun , termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas
Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas

Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

a) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan
secara elektronik.

b) Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi
elektronik, dan/atau dokumen elektronik.

c) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah.

d) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang
sahsesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

e) Penerapan Pendaftaran Tanah elektronik dilaksanakan secara bertahap
dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun

oleh Kementerian.
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Ruang atas tanah atau ruang bawah tanah dapat diberikan Hak
Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai setelah ruang atas tanah
atau ruang bawah tanah dimanfaatkan. Hak guna bangunan dan hak pakai
pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah yang diberikan diatas Hak
Pengelolaan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan
keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang
Hak Pengelolaan.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang Tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan
secara elektronik. Penerapan pendaftaran tanah elektronik dilakukan secara
bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan system elektronik yang
dibangun oleh kementerian. Hasil pendaftaran tanah elektronik itu berupa
data, informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang mana hasil
cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Seluruh data dalam rangka pendaftaran tanah secara bertahap
disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi. Seluruh data disimpan secara
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elektronik dipangkalan data Kementerian. Dan untuk keperluan pembuktian
dipengadilan atau informasi pertanahan lainnya dapat diberikan akses
melalui system elektronik.

Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dilakukan secara
elektronik. Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah maka pelaksanaan
pendaftaran tanah dilakukan secara sistematik dan wajib diikuti oleh pemilik
tanah, jika pemilik tanah tidak mengikuti pendaftaran tanah secara
sistematik maka wajib mendaftarkan tanahnya secara sporadic. Dalam
pendaftaran tanah secara sistematik, pengumuman hasil pengumpulan data
fisik dan data yuridis adalah 14 hari, dan pendaftaran tanah secara sporadic
pengumumannya selama 30 hari. Pengumuman dapat dilihat melalui
website yang disediakan oleh pihak Kementerian. Pendaftaran hak
tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan secara elektronik paling lama
7 hari setelah dokumen yang diperlukan dinyatakan memenuhi syarat.

Dalam penertiban administrasi pendaftaran tanah, pihak yang
berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian
pengikatan jual beli atau perjanjian sewa atas tanag terdaftar ke Kantor
Pertanahan. Pencatatan dilakukan pada daftar umum atau sertifikat Hak
Atas Tanah. Jika tanah sedang dalam objek perkara di pengadilan, pihak
yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor
Pertanahan untuk suatu Hak Atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah
Susun menjadi objek perkara di pengadilan dengan menyampaikan salinan
surat gugatan. Catatan akan terhapus dengan sendirinya dalam jangka waktu

30 hari terhitung dari tanggal pencatatan apabila pihak yang mengajukan
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pencatatan mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir.
Apabila hakim yang memeriksa perkara memerintahkan status quo atas Hak
Atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan
maka atas perintah hakum permohonan tersebut dicatatkan ke Kantor
Pertanahan. Dan perintah status quo akan terhapus dengan sendirinya dalam
waktu 30 hari.

Alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku
dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Pendaftaran Tanah bekas hak barat mendasar pada surat pernyataan
penguasaan fisik yang diketahui 2 orang saksi yang bertanggung jawab
secara perdata dan pidana dengan menerangkan bahwa;

a) tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan dan bukan
milik orang lain yang statusnya adalah tanah yang dikuasai
langsung oleh negara bukan tanah bekas milik adat.

b) Tanah tersebut secara fisik dikuasai.

c) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah

d) Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan pihak lainnya.

Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh
perorangan juga wajib mendaftarkan tanahnya dalam waktu paling lama 5
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, jika jangka waktu dinyatakan
berakhir maka alat bukti tertulis tanah bekas adat dinyatakan tidak berlaku
dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan

hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. Surat keterangan
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tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa yang dikeluarkan
olen kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk
dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Hak Pengelolaan,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau hak pakai yang telah diberikan
sebelum berlakunya peraturan ini tetap sah dan berlaku. Permohonan hak
guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai yang telah diterima lengkap
dan Dbelum diterbitkan surat keputusan pemberian haknya sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini

Pemberlakukan Sertifikat —El di Indonesia adalah suatu keniscayaan
untuk masa depan bagi era milenial ke era Z. Bagaimana dengan masyarakat
kaum era orde lama yang sampai sekarang masih memegang sertifikat
analog dengan berlakunya Permen tersebut Pihak Badan Pertanahan
Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia
harus sudah mempersiapkan secara maksimal baik dari sektor SDM maupun
infrastruktur di Kantor nya masing-masing.

Bagi masyarakat yang tidak paham terhadap pendaftaran tanah
elektronik nantinya proses akan dibantu oleh pihak Kantor Pertanahan
diwilayah bidang tanah yang didaftar. Pendaftaran tanah pertamakali
maupun alih data ganti ke elektronik Kantor Pertanahan dilakukan sudah
melalui transfer data enskripsi.

Pelaksanaan pendaftaran tanah masih dilakukan oleh Kantor

Pertanahan hanya hasilnya adalah berbentuk Sertifikat-el. Di era digitalisasi
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kebijakan ke arah serba elektronik di bidang pertanahan sudah saatnya
dibangun terus, hal tersebut nantinya dapat terintegrasi dengan pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematik sekarang ini yang masih sedang dilakukan oleh
Pemerintah dengan program PTSL-nya. Diharapkan tahun 2025 dari hasil
PTSL seluruh bidang tanah diwilayah Indonesia yang terdata sebanyak 126
Juta bidang sudah terpetakan semua dan dapat dikeluarkan sertifikat.
Dengan demikian tujuan Tertib Administrasi bidang Pertanahan akan
terwujud. Kedepan artinya pemberlakaukan sertifikat-el sudah merupakan
suatu keharusan, hanya semua adalah tergantung dari kesiapan SDM dan
infrastruktur di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta
kegiatan sosialisasi dilakukan terus kepada masyarakat oleh BPN. Meski
penerapannya secara bertahap, membangun kesadaran masyarakat (public
awareness) pemilik tanah untuk alih media dan manfaatnya tetap
ditingkatkan, sertifikat tanah elektronik merupakan keniscayaan, karena
lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir
mafia tanah dan sengketa pertanahan. Pelayanan pendaftaran tanah secara
elektronik yang menghasilkan sertifikat tanah elektronik penyimpanan di
BPN akan lebih aman dari banjir, aman dari kebakaran ataupun aman dari
tindakan kehilangan atau pencurian dari pihak pemilik tanah.
Implikasi Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia.
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan
oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu

yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, pembukuan dan penyajian
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serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan rumah-rumah susun, termasuk pemberian
sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya. 2 Pendaftaran tanah merupakan proses
administrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini di
delegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sebagai pelaksana
adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana letak bidang tanah yang
akan didaftar. Dari ketentuan di atas bahwa, pendaftaran tanah adalah
kewenangan otonomi dari Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.
Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan pengumpulan dan
pengolahan data fisik dan yuridis bidang-bidang tanah yang akan didaftar.
Dasar hukum pengaturan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam
Pasal 19 UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian
dicabut dengan Peraturam Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur
hal yang sama, terakhir disesmpurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.18
Tahun 2021 yang mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak-Hak Atas Tanah,
Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Jadi dapat diuraikan bahwa urutan
kegiatan pendaftaran tanah adalah pengumpulan data-nya, pengolahan datanya
(processing), penyimpanannnya dan penyajian datanya. Bentuk penyimpanan
data tersebut bisa berupa tulisan, gambar/peta dan angka-angka di atas kertas,

mikro film atau dengan menggunakan bantuan komputer.

% Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jambatan, Jakarta, him.
72.
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Pendaftaran Tanah di Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum (rechts kadaster) dan perlindungan hukum kepemilikan
tanah. Berbeda dengan tujuan pendaftaran tanah sebelum UUPA. Pada masa
Hukum Agraria Lama (Hukum Agraria Kolonial) pendaftaran tanah hanya
diberlakukan untuk tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Agraria Barat,
atau tanah Hak Barat dan hampir tidak menjangkau tanah-tanah Hak Adat
yang notabene dimiliki oleh masyarakat bumi putra. Tujuan pendaftaran tanah
adalah Rechts Kadaster/Legal Cadastre dan Fiskal Kadaster/Fiscal Cadastre (
sebagai dasar pengenaan pajak tanah). Fiskal Kadaster ini adalah pendaftaran
tanah yang diberlakukan juga untuk tanah-tanah hak adat, sedangkan Rechts
Kadaster khusus hanya untuk tanah-tanah hak barat.

Lembaga pendaftaran tanah di Indonesia baru muncul setalah
keluarnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang
Pendaftaran Tanah. Beleid tersebut sebagai pelaksanaan dari isi ketentuan
Pasal 19 UUPA. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pendaftaran Tanah pertamakali adalah pendaftaran tanah untuk bidang-bidang
tanah yang belum pernah didaftar menurut PP 10 Th 1961 maupun PP 24
Tahun 1997. Sedangkan, pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah
pendaftaran tanah bertujuan agar data yang tersimpan di Kantor Pertanahan
sesuai dengan data yang dilapangan (akurat).

Diluncurkannya beleid tentang Sertifikat Tanah Elektronik salah satu
tujuan utama adalah untuk kurangi sengketa tanah. Namun, berita peluncuran

sertifikat tanah elektronik yang dirasakan sangat seketika dan serta merta
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tanpa sosialisasi yang cukup langsung ke masyarakat, sehingga memunculkan
Isu yang sensitif, apalagi ada berita di media sosial bahwa BPN akan menarik
sertifikat tanah dari pemiliknya yang merupakan bukti kepemilikan tanahnya.
Sebetulnya penerapan penggunaan Sertifikat —el di Indonesia sudah sangat
ketinggalan dibandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina.?’

Beleid tersebut adalah dalam rangka menyikapi kemajuan teknologi
yang begiru pesat, sehingga Kementrian ATR/BPN menghadirkan suatu
inovasi dengan mengeluarkan kebijakan mengenai keberlakuan sertifikat tanah
elektronik yang dilengkapi pengaman hash code, QR code dan single identity
sebagai pengganti sertifikat tanah konvensional yang berbasis kertas.

Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia sebetulnya sudah berjalan
yang dapat ditemui dalam fitur OSS (Online Single Submission), persidangan
secara daring (ecourt), bidang perpajakan dengan aplikasi perpajakan e-filling,
pendaftaran fidusia secara elektronik, dan dibidang pertanahan sudah dimulai
pada tahun 2020 yaitu Hak Tanggungan Elektronik. Sehingga, kebijakan
Kemen ATR/BPN tersebut adalah merupakan langkah maju mengikuti era
kekinian.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 semata-mata bukan hal yang
dilakukan secara sembrono, peraturan tersebut dikeluarkan memang bertujuan
untuk tahap persiapan yaitu bisa dilaksanakannya proses uji coba terlebih

dahulu. Untuk melakukan proses uji coba ada beberapa syarat yang

* Ana Silviana, 2021, Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum
Pendaftaran Tanah di Indonesia, Administrative Law & Governance Journal. Volume 4 Issue
1, March 2021, him 60
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dibutuhkan yaitu basis pijakan terlebih dulu sekaligus agar bisa mendapatkan
izin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga agar mendapatkan
rekomendasi  dari Kementerian Komunikasi  dan Informatika
(Kemenkominfo), maka dari itu Kementerian ATR/BPN memang harus
mengeluarkan peraturan tersebut. 2

Pada tahap uji coba pelaksanaan sertifikat tanah elektronik ini tidak
akan diberlakukan kepada tanah masyarakat umum, melainkan
pelaksanaannya hanya terbatas pada Barang Milik Negara (BMN), aset-aset
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berbagai perusahaan atau sektor swasta
skala besar. Selanjutnya kementerian ATR/BPN menargetkan program
kebijakan sertifikat elektronik ini sudah mulai diterapkan hingga 5 (lima)
tahun ke depan. 2°

Pertimbangan kementerian ATR/BPN terhadap lokasi pemilihan
beberapa kantor pertanahan adalah karena masalah infrastruktur, sarana,
prasarana, serta public awreness. Di Indonesia masalah infrastruktur ini
menjadi polemik lawas yang tak kunjung usai, karena memang sejatinya
ketidakmerataan infrastruktur ini terlihat jelas ketimpangannya di berbagai
wilayah. Jadi beberapa lokasi kantor pertanahan yang dipilih oleh kementerian
ATR/BPN yang infrastruktur kotanya dirasa sudah cukup siap hanya di 5
(lima) kantor pertanahan di DKI Jakarta dan 2 (dua) kantor pertanahan di

Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya akan diterapkan juga di kantor

28 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional, 2022, Tegaskan Peran Klhs Dan Forum Penataan Ruang, Kementerian
Atr/Bpn Bentuk Dua Peraturan Menteri, Diakses Pada 23 Juli 2022 Pukul 22.07,
https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4320

® Ibid
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pertanahan kota lainnya seperti di Banten, Denpasar, Batam, Surakarta,
Tangerang, dan Medan.*°

Walaupun mengalami penundaan pada bulan Maret, akan tetapi
kementerian ATR/BPN tetap akan mejalankan rencana uji coba di 7 (tujuh)
kantor pertanahan di DKI Jakarta dan Surabaya. Rencana matang untuk tahap
awal pemberlakuan sertifikat elektronik masa uji coba tersebut tidak dibarengi
dengan pembaharuan informasi kepada masyarakat. Terkait berita online saja
yang mempublikasikan perkembangan uji coba tersebut sudah tidak
ditemukan lagi hingga saat ini. Masyarakat di luar wilayah 7 kantor
pertanahan tadi juga perlu update informasi, sudah berapa sertifikat kertas
yang di digitalisasi menjadi dokumen elektronik, apa saja kendala-kendala
penerapannya, bagaimana solusi untuk mengatasinya, serta sejauh mana
perkembangan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik tersebut.®!

Sisi keamanan dan privasi data merupakan masalah yang sangat
sensitif dalam pengembangan digitalisasi di era modern saat ini. Terkait
dengan sertifikat tanah fisik yang akan diganti dengan sertifikat elektronik pun
juga begitu, seiring dengan masyarakat Indonesia yang semakin melek
teknologi maka perhatian dan kekhawatiran terhadap sistem keamanan
menyebabkan banyak timbulnya keraguan di hati masyarakat. Dalam hal
keamanan ini, kementerian ATR/BPN mengklaim bahwa sistem yang akan

digunakan dijamin mumpuni. Di sisi lain ada beberapa kalangan masyarakat

30 Feni Freycinetia Fitrian ,Implementasi kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 tentang Sertifikat
Elektronik. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/9/1352391/dua-kota-jadi-pilot-project-
sertifikat-tanah-elektronik-dimana-saja. Di akses 22 Juli 2022 Pukul 22.13

* Aa Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, 2021, Analisis Kendala
Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat
Elektronik, Volume 6 Issue 2, December 2021
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yang mengaitkan keamanan digitalisasi sertifikat elektronik ini dengan kasus
e-KTP yang sempat viral akibat isu kebocoran data pribadi, dikarenakan
Indonesia saat ini masih mengalami darurat kebocoran data.3

Setelah ditelusuri lebih mendalam bahkan sistem keamanan berlapis
yang diklaim oleh pihak kementerian ATR/BPN tersebut masih dalam angan-
angan. Karena sistem keamanan yang akan digunakan oleh kementerian
ATR/BPN masih berada dalam tahap perancangan dan pengembangan dengan
bekerjasama dengan bank dunia (World Bank) dan Melbourne University
Australia. Perancangan dan pengembangan sistem tersebut juga dalam
pengawasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan ditargetkan agar
pusat data pertanahan bisa mendapatkan sertifikat 1ISO 27001.

ISO 27001 adalah standar internasional yang berfokus pada
penetapanan spesifikasi untuk sistem menejemen keamanan informasi,
khususnya aspek kemanan fisik, logis dan organisasi/instansi. Apabila
kementerian ATR/BPN kelak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi
ISO 27001:2013, maka akan memperoleh banyak keuntungan antara lain®3:

1. Membuat pengaruh positif pada citra kementerian ATR/BPN.

2. Membantu instansi terkait dengan kesesuaian terhadap kebutuhan standar
keamanan informasi yang sudah teruji.

3. Membuat pelaksanaan setiap proses menjadi lebih sistematis dan merubah
budaya kerja kementerian ATR/BPN.

4. Meminimilisir resiko yang mungkin terjadi.

32

BBC NEWS, Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277, Diakses pada 22 juli 2022 Pukul 23.15

33 Septa Fiansyah, 2021,1SO 27001 adalah ikon standarisasi manajemen keamanan
informasi, Diakses Pada 23 Juli 2022 Pukul 21.56 tgid.org/isms-awareness-based-iso-27001/
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5. Memilik salah satu standar pengamanan informasi terbaik yang diakui di
berbagai belahan dunia.

6. Menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan informasi.

7. Adanya mekanisme tolak ukur keberhasilan kontrol keamanan.

Usaha dari Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan sertifikasi 1ISO
27001 ini patut diapresiasi publik, karena untuk mendapatkannya harus
memenuhi beberapa persyaratan wajib dan untuk hal tersebut umumnya
menggunakan jasa konsultan keamanan informasi. Namun hingga saat ini
publik masih belum mengetahui apakah kementerian ATR/BPN sudah
berhasil tersertifikasi 1ISO 27001 untuk sistem keamanan digitalisasinya, hal
tersebut berdampak pada kekhawatiran masyarakat dan semakin minimnya
kepercayaan publik terkait transisi sertifikat tanah fisik ke sertifikat tanah
elektronik.

Nantinya penulis berharap dalam Pasal-Pasal Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 ada tambahan dan lampirannya tidak hanya
memuat bentuk dokumen elektronik terkait gambar ukur, gambar ruang, peta
bidang, surat ukur, gambar denah, akan tetapi juga ditambah atau dimuatnya
penjelasan terkait sistem keamanannya, menejemen resikonya, hal-hal terkait
tindak lanjut apabila terjadi system error atau human error, dan bagaimana
pertanggungjawabannya dari instansi terkait. Dalam hal ini penulis
menekankan bahwa pihak kementerian ATR/BPN harus menjamin dan berani
bertanggung jawab penuh serta menanggung segala resiko apabila terjadi

kesalahan dari sistem keamananya.
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Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi dalam dekade
terakhir ini banyak mempengaruhi kebiasaan masyarakat, termasuk untuk
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu contohnya yaitu makin banyak
munculnya marketplace, dimana banyak masyarakat perkotaan modern
menggantungkan hidupnya melalui hal tersebut. Namun tidak berarti fasilitas
publik yang ada bisa menjangkau seluruh pelosok negeri ini, semisal di desa-
desa terpencil yang mana masih banyak sarana prasarana terkait teknologi
informasi yang kurang dan tidak merata di tiap-tiap wilayah Indonesia.
Kondisi dimana ketidakmerataan infrastruktur yang mempengaruhi
kemampuan dalam pengaksesan segala bentuk teknologi informasi dan
komunikasi antar wilayah yang satu dengan yang lain, inilah yang yang
dimaksud dengan kesenjangan digital.>*

Kesenjangan digital merupakan fenomena yang terjadi secara global.
Kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang tapi juga negara
maju seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Sederhananya, awal mula
makna dari kesenjangan digital ini adalah ketimpangan akses terhadap
komputer, namun setelah adanya internet yang berkembang secara pesat maka
makna dari kesenjangan digital bergeser menjadi ketimpangan terhadap akses
internet. Jadi pengertian access divide merujuk pada ketimpangan antara
masyarakat yang memiliki akses internet dan yang tidak memiliki akses

terhadap teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia.

* Aa Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, 2021, Analisis Kendala

Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat
Elektronik, Volume 6 Issue 2, December 2021,hlm 16 diakses Pada 28 Juni 2022 Pukul 15:45 WIB
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Access divide yang terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah
karena luas dan bentuk negaranya yang terdiri dari 17.000 pulau. Sebagian
besar wilayahnya juga terdiri dari pegunungan dan lembah sehingga lokasi
pedesaan begitu menyebar yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur
teknologi komunikasi dan informasi cukup sulit dilakukan serta membutuhkan
dana yang tidak sedikit. Akibatnya infrastruktur hanya terpusat di wilayah
perkotaan saja khususnya di pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan di daerah
lain terutama di Indonesia timur untuk dukungan teknologi informasi dan
komunikasi tersebut masih sangat minim.

Untuk membenahi permasalahan terkait access divide tersebut
dibutuhkan kerja sama yang apik dari beberapa kementerian guna
pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal bisa terwujud dan merata di
tiap-tiap wilayah Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah
memberlakukan program Indonesia Digital Network (IDN) sebagai solusi bagi
konektivitas nasional yang bertujuan untuk mendukung proses digitalisasi
masyarakat Indonesia guna meningkatkan daya saing global.

Kementerian ATR/BPN pun juga harus menjadikan masalah ketidak
merataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di berbagai
wilayah Indonesia ini sebagai hal pokok yang membutuhkan perhatian khusus
untuk menjalankan program sertifikat tanah elektroniknya. Karena apabila hal
tersebut diabaikan maka kelak digitalisasi sertifikat tanah elektronik ini hanya
bisa menjangkau daerah perkotaan saja dan tanpa bisa dirasakan manfaatnya

oleh daerah terpencil.

* Ibid, him. 16
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Quality of user divide termasuk dalam kategori kesenjangan digital,
akan tetapi ini lebih menjurus kepada subjeknya yaitu masyarakat. Masyarakat
Indonesia tentu saja akan hadir sebagai pengguna (user) dari segala bentuk
program digital yang dicanangkan oleh pemerintah, namun hal tersebut tidak
dibarengi dengan peningkatan mutu kualitas masyarakatnya. Hal tersebut
merupakan dampak langsung dari ketimpangan dan ketidakmerataan
pendidikan atas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di berbagai wilayah
Indonesia.

Selain karena masalah tidak meratanya pendidikan, juga ada sebagian
kalangan masyarakat yang memang mengabaikan perkembangan teknologi
digital, mereka terus bertahan dengan cara-cara tradisional dan menganggap
bahwa perkembangan teknologi ini adalah budaya luar. Alih-alih mereka
bukan belajar menggunakan teknologi malah bersikap defend terhadap laju
pesatnya pertumbuhan teknologi karena persepsi mereka sendiri yang nantinya
dimungkinkan bisa mempengaruhi dan merubah budaya teradisional mereka.

Untuk menghadapi permasalahan ini, tentunya kementerian ATR/BPN
harus secara perlahan dan bertahap menanggulanginya, dengan
memperkenalkan makna digitalisasi, mensosialisasikan guna, manfaat serta
fungsi el-sertifikat bahkan mengedukasi secara detail bagaimana cara
penggunaan digitalisasi sertifikat tanah elektronik ini, baik dari kalangan
modern bahkan hingga kalangan masyarakat di pelosok terpencil sekalipun.

Kategori terakhir dari kesenjangan digital disini terkait dengan “alat”
yang akan digunakan untuk mengakses program digital pertanahan. Alat yang

dimaksud disini umumnya berupa smartphone, laptop, atau komputer.
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Ketimpangan ini juga terjadi di beberapa kalangan masyarakat, tidak semua
orang di wilayah Indonesia ini memiliki alat-alat tersebut.

Kementerian ATR/BPN tentunya harus memikirkan solusi untuk hal
ini, karena tidak mungkin pemerintah memberikan smartphone kepada seluruh
masyarakat yang ada di Indonesia. Penanganan terhadap masalah ini, bisa
dengan membuat aturan se flexible mungkin, misalnya untuk sertifikat tanah
kertas yang asli itu tetap berada dalam penguasaan pemilik/masyarakat, dan
untuk proses digitalisasinya juga harus tetap terlaksana guna membenahi pusat
data tanah di kementerian. Dengan begitu baik masyarakat yang memiliki
smartphone ataupun yang tidak, tetap sama-sama memiliki sertifikat tanah
yang asli.

Penulis berpendapat pembaharuan terhadap sistem atau cara-cara lawas
yang digunakan saat ini memang diperlukan untuk Indonesia agar tidak
tertinggal dengan pesatnya laju teknologi informasi dan komunikasi dunia
global. Begitu pun juga dengan sistem pendaftaran dan data tanah di
Indonesia, adanya Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 terkait Sertifikat Elektronik memang

harus masyarakat apresiasi dan harus didukung.
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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia. Pelaksanaan
pendaftaran tanah masih dilakukan oleh Kantor Pertanahan hanya hasilnya
adalah berbentuk Sertifikat-el. Di era digitalisasi kebijakan ke arah serba
elektronik di bidang pertanahan sudah saatnya dibangun terus, hal tersebut
nantinya dapat terintegrasi dengan pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematik sekarang ini yang masih sedang dilakukan oleh Pemerintah
dengan program PTSL-nya. Diharapkan tahun 2025 dari hasil PTSL
seluruh bidang tanah diwilayah Indonesia yang terdata sebanyak 126 Juta
bidang sudah terpetakan semua dan dapat dikeluarkan sertifikat. Dengan
demikian tujuan Tertib Administrasi bidang Pertanahan akan terwujud

2. Implikasi Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia Kementerian
ATR/BPN tentunya harus memikirkan solusi dalam beberapa aspek yang
memperlambat proses perubahan tersebut,. Penanganan terhadap masalah
ini, bisa dengan membuat aturan se flexible mungkin, misalnya untuk
sertifikat tanah kertas yang asli itu tetap berada dalam penguasaan
pemilik/masyarakat, dan untuk proses digitalisasinya juga harus tetap
terlaksana guna membenahi pusat data tanah di kementerian. Dengan
begitu baik masyarakat yang memiliki smartphone ataupun yang tidak,

tetap sama-sama memiliki sertifikat tanah yang asli.
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B. Saran
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Adapun saran penulis adalah
sebagai berikut:

1. Kedepan artinya pemberlakaukan sertifikat-el sudah merupakan suatu
keharusan, hanya semua adalah tergantung dari kesiapan SDM dan
infrastruktur di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta
kegiatan sosialisasi dilakukan terus kepada masyarakat oleh BPN. Meski
penerapannya secara bertahap, membangun kesadaran masyarakat (public
awareness) pemilik tanah untuk alih media dan manfaatnya tetap
ditingkatkan, sertifikat tanah elektronik merupakan keniscayaan, karena
lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir
mafia tanah dan sengketa pertanahan.

2. Pembaharuan terhadap sistem atau cara-cara lawas yang digunakan saat ini
memang diperlukan untuk Indonesia agar tidak tertinggal dengan pesatnya
laju teknologi informasi dan komunikasi dunia global. Begitu pun juga
dengan sistem pendaftaran dan data tanah di Indonesia, adanya Kebijakan
pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1
Tahun 2021 terkait Sertifikat Elektronik memang harus masyarakat

apresiasi dan harus didukung.
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